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1.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis mengenai dampak kasus

korupsi di Indonesia terhadap keputusan wiraswasta untuk memiliki Nomor Pokok

Wajib Pajak di Pasar Induk Caringin, peneliti mendapatkan hasil dari penggunaan

SPSS 21 secara keseluruhan dipersepsikan positif dan berpengaruh pada keputusan

Wiraswasta untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk signifikansi dimensi

intensitas korupsi adalah 0,000 untuk nominal korupsi adalah 0.001 dan untuk pelaku

korupsi adalah 0.050, dari hasil ketiga dimensi tersebut terlihat bahwa pengaruh yang

paling lemah adalah pelaku korupsi, sedangkan yang memiliki pengaruh paling kuat

secara berurutan adalah nominal korupsi lalu intensitas korupsi.

Begitu juga sama halnya simpulan dari hasil rata-rata persepsi

wiraswasta atas keputusan untuk memiliki NPWP adalah bahwa jawaban dari

indikator yang disajikan peneliti secara keseluruhan mengarah setuju bahwasannya

baik dari segi intensitas, nominal dan pelaku korupsi berpengaruh terhadap

keputusan mereka untuk memiliki NPWP.
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1.2. Implikasi

Model teoritis yang dikembangkan dan diuji pada penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kotribusi bagi pemahaman kita tentang pentinngnya

membangun sifat emosional bagi masyarakat agar dapat secara sukarela memenuhi

kewajibannya untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai subjek

pajak aktif, apalagi telah berpotensi atas penghasilannya menjadi objek pajak. Maka

hasil dalam penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting khususnya bagi

masyarakat yang sudah memiliki NPWP maupun belum memiliki NPWP serta

Direktorat Jendaral Pajak dan Pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini yang menyatakan bahwa

kasus korupsi berpengaruh signifikan terhadap keputusan Wiraswasta untuk

memiliki NPWP, maka diharapkan penanggulangan pencegahan korupsi juga penting

digalakan selain hanya serius untuk merangsang penerimaan Negara dari pajak tetapi

dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penggunaan dana pajak yang

sudah didistribusikan dengan sendirinya akan meningkatkan penerimaan Negara

dengan terciptanya kontribusi masyarakat atas kesadaran membayar pajak. Salah satu

tanda peningkatan penerimaan pajak adalah adanya peningkatan kepemilikan NPWP

sehingga dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif memalaui penyetoran pajak.

Selain dari kinerja Direktorat Jendral Pajak dan Pemerintah dalam

menjalankan tugas untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Hal ini tentu saja

tidak lepas dari kerja sama antara pihak berwenang dan masyarakat. Selain

masyarakat meningkatkan kesadaran atas membayar pajak, Direktorat Jendral pula

harus lebih teliti dan jeli dalam menemukan potensi-potensi pajak sedangkan



BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Universitas Kristen Maranatha

90

masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan belum memiliki NPWP, diharapkan

Direktorat Jendral memberikan saran untuk memiliki NPWP terutama terhadap

pengusaha yang sudah memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp.4.800.000.000

untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan jika belum saja mendaftarkan

pengusaha tersebut dapat diberikan PKP secara jabatan.

Sedangkan untuk pemerintah yaitu melakukan reformasi perubahan

sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas dan moral agar tercipta fiskus

dan jajaran pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab serta professional dan

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

1.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah

diperoleh akan intensitas, nominal, dan pelaku korupsi berikut adalah saran-saran

yang penulis berikan:

1. Penelitian ini hanya mengidentifikasi kasus korupsi yang mempengaruhi

keputusan Wiraswasta untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Sehingga

sebaiknya penelitian selanjutnya menemukan dan meneliti faktor-faktor lain

yang akan mempengaruhi kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
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2. Kriteria sempel tidak begitu spesifik untuk menunjukkan subjek pajak yang

berpotensi untuk membayar pajak karena hanya sebatas pada pendapatan

kotor. Sehingga kriteria sempel lebih baik lagi jika ditentukan dari

penghasilan operasi usaha ataupun penghasilan bersih.


